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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA
PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG

Menimbang

DIKENAKAN BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ca.

bahwa dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan
ekspor produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea
keluar, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan
yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang
Dikenakan Bea Keluar;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas



Mengingat
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan
Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
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10.

11.

Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014 - 2019;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan
Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik
melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia National
Single Window ;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012  tentang Perubahan  atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 395);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012
tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang
Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1069);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan
Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian
dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan



Menetapkan
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Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/7/2015
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1186);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG
TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS
PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN
BEA KELUAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga
Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang
Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor
55/M-DAG/PER/7/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata
Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan
Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Daftar merek RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek dengan berat bersih sampai dengan 20 kg
(dua puluh kilogram) dengan Pos Tarif
ex. 1511.90.92.00 dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek dengan berat bersih di atas 20 kg (dua puluh
kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima
kilogram) dengan Pos Tarif ex. 1511.90.99.00
ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Merek RBD Palm Olein sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. Merek dalam negeri; dan

b. Merek luar negeri.
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(3) Merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a harus dibuktikan dengan fotokopi sertifikat
merek atau surat pernyataan kepemilikan merek.

4) Merek luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b harus dibuktikan dengan fotokopi dokumen
kontrak atau surat perjanjian antara prinsipal pemegang

merek luar negeri dengan eksportir dan/atau produsen.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



